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Abstrak – Jawa Tengah menjadi salah satu Provinsi di Indonesia dengan angka persebaran 
terorisme dan radikallisme yang tinggi, yang dikategorikan oleh BNPT sebagai Zona Merah. Jawa 
Tengah merupakan center of gravity ideologi, politik, dan pertahanan keamanan nasional, sehingga 
diperlukan peran strategis dari setiap elemen untuk mengatasi ancaman terorisme dan radikalisme 
di Jawa Tengah. Kodam IV/Diponegoro sebagai representasi TNI AD di Jawa Tengah memiliki tugas 
pokok untuk mengatasi ancaman terorisme dimana dalam memberikan dukungannya, ditemui 
beberapa permasalahan sehingga peran strategis Kodam IV/Diponegoro tidak optimal. Penelitian 
ini bertujuan untuk menganalisis ancaman terorisme dan radikalisme di Jawa Tengah, dukungan 
yang diberikan Kodam IV/Diponegoro beserta hambatannya, serta peran strategis yang telah dan 
dapat dilakukan. Metode penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini dengan desain 
penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Kodam IV/Diponegoro 
mempersepsikan arah ancaman terorisme dan radikalisme mengalami pergeseran metode, motif, 
dan aktor, 2) Kodam IV/Diponegoro memberikan dukungan berupa sumber daya manusia, sarana 
prasarana, dan program yang ternyata memiliki hambatan, 3) Kodam IV/Diponegoro menggunakan 
strategi (ends, means, way) untuk mengatasi hambatan tersebut. Kesimpulan dari penelitian ini 
adalah peran Komando Daerah Militer IV/Diponegoro untuk mengatasi ancaman terorisme dan 
radikalisme guna mendukung kedaulatan masih harus dioptimalkan lagi melalui dukungan oleh 
pemerintah daerah maupun pusat, mengingat Kodam IV/Diponegoro berada di tengah center of 
gravity IPOLEKSOSBUDHANKAM. 
Kata Kunci: Kedaulatan Negara, Kodam IV/Diponegoro, Peran Strategis, Terorisme, Radikalisme 

 
Abstract – Central Java is one of the provinces in Indonesia with a high rate of spread of terrorism and 
radicalism, which according to the BNPT is considered a Red Zone. Central Java is the center of gravity 
for ideology, politics, and national security defense so a strategic role is required from each element 
to overcome the threat of terrorism and radicalism in Central Java. Kodam IV/Diponegoro as a 
representative of the Indonesian Army in Central Java has the main duty of overcoming the threat of 
terrorism, which in providing support, several problems were encountered, so that the strategic role 
of Kodam IV/Diponegoro was not optimal. This study aims to analyze the threats of terrorism and 
radicalism in Central Java, the supportprovided by the Kodam IV/Diponegoro along with the obstacles, 
as well as the strategic roles that have been and can be carried out. Qualitative research methods were 
carried out in this study with an analytical descriptive research design. The research discovered that 1) 
Kodam IV/Diponegoro perceived the direction of the threat of terrorism and radicalism have shifted in 
terms of methods, motives, and actors, 2) Kodam IV/Diponegoro provided support in the form of 
human resources, infrastructure, and programs which turned out to have obstacles, 3) Kodam 
IV/Diponegoro uses a strategy (ends, means, way) to overcome these obstacles. The research 

mailto:patriciaprajogo@gmail.com


Peran Strategis Komando Daerah Militer (Kodam) IV | Patricia Narulita Prajogo | 115  

concludes that the role of the Regional Military Command IV/Diponegoro in overcoming the threat of 
terrorism and radicalism to support state sovereignty must still be optimized through support from 
the regional and central government, considering that the Military Regional Command IV/Diponegoro 
is in the center of gravity of ideology, politics, social, cultural, security and defense. 
Keywords: Kodam IV/Diponegoro, State Sovereignty, Strategic Role, Terrorism, Radicalism 

 

 

PENDAHULUAN 

Tentara Nasional Indonesia (TNI) 

sebagai alat negara memiliki tugas pokok 

yang diatur melalui Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004. 

Tugas tersebut diantaranya ialah untuk 

menegakkan kedaulatan negara, 

mempertahankan keutuhan wilayah NKRI 

yang berlandaskan pada Pancasila dan 

UUD 1945, serta melindungi segenap 

bangsa dan seluruh tumpah darah 

Indonesia dari ancaman dan gangguan 

terhadap keutuhan bangsa dan negara. 

Sesuai dengan Undang-Undang tersebut, 

tugas pokok TNI dilaksanakan melalui 

Operasi Militer untuk Perang (OMP) dan 

juga Operasi Militer Selain Perang (OMSP). 

Menurut Pasal 7 ayat (2) poin b, salah satu 

tugas yang dilakukanTNI melalui Operasi 

Militer Selain Perang (OMSP) ialah 

mengatasi aksi terorisme, dimana menurut 

Pusat Pengkajian Strategi TNI dalam 

kajiannya mengenai Peran TNI dalam 

mencegah berkembangnya radikalisme, 

terorisme berakar kuat dari paham 

radikalisme (Pusat Pengkajian Strategi TNI, 

2020). 

Terorisme dan radikalisme memiliki 

keterkaitan yang kuat, dimana radikalisme 

merupakan paham dan ekspresi yang 

menghendaki adanya perubahan tatanan 

sosial dan politik secara menyeluruh 

dengan menggunakan metode praktis 

atau ekstrem, yang seringkali dapat 

mengganggu kedaulatan suatu negara 

(Widyaningrum, 2018). 

Dasar dari paham radikalisme ialah 

fundamentalisme, yakni sebuah 

radikalisasi paham keagamaan komunitas 

yang mengonstruksi makna salafisme 

radikal yang eksklusif dan cenderung 

ekstrem, sedangkan salah satu ujung dari 

radikalisme ialah terorisme, yakni sebuah 

paham yang berisi tentang penggunaan 

cara-cara yang sah untuk mencapai suatu 

tujuan tertentu dengan 

mengatasnamakan agama atau ideologi 

(Lestaris, A.S., 2021). Keterkaitan antara 

terorisme dan radikalisme tersebut 

kemudian mendorong munculnya strategi 

penangkalan dan penanggulangan 

terorisme dan radikalisme yang efektif dan 

holistik. 

Dalam menanggulangi aksi terorisme 

dan radikalisme, Pemerintah Indonesia 

membentuk Badan Nasional 

Penanggulangan Terorisme, yang menurut 

PP Nomor 77 Tahun 2019 dan UU Nomor 5 

Tahun 2018 memiliki fungsi sebagai leading 

sector penanganan terorisme dan 

radikalisme dengan salah satu tugasnya 

melaksanakan deradikalisasi. Namun, 

apabila melihat dinamisnya angka 

tersangka kasus terorisme dan kejadian 

terorisme yang terjadi di Indonesia, terlihat 

bahwa penanggulangan terorisme dan 

radikalisme tidak dapat dibebankan hanya 

pada satu instansi saja. Diperlukan adanya 

keterpaduan dan sinergitas dari berbagai 

elemen yang ada di Indonesia yang 

menjadi kunci penting dalam tercapainya 

keberhasilan penanggulangan terorisme 
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dan radikalisme. Sejalan dengan adanya 

kebijakan pemerintah, TNI secara proaktif 

turut serta dalam melakukan upaya 

preventif atas tindakan terorisme dan 

radikalisme melalui beberapa hal. Pertama, 

pemanfaatan satuan – satuan teritorial 

yang tersebar di seluruh pelosok negeri, 

kedua senantiasa merangkul dan 

memperhitungkan peran Keluarga Besar 

TNI, dan ketiga memelihara dan 

meningkatkan solidaritas dengan 

Kementerian/Lembaga dan elemen bangsa 

lainnya sebagai mitra dalam mengatasi 

ancaman terorisme dan radikallisme 

(Pusat Kajian Strategis TNI, 2020). 

Berdasarkan keempat provinsi 

dengan konsentrasi persebaran jaringan 

terorisme tinggi dan risiko tinggi menjadi 

tempat pendanaan terorisme, BNPT 

menyatakan bahwa daerah Jawa Tengah 

menjadi “Zona Merah” persebaran 

jaringan terorisme dan aksi radikalisme 

terparah (BNPT, 2020). 

Departemen Politik dan 

Pemerintahan Universitas Diponegoro 

merilis hasil penelitian mengenai adanya 

darurat intoleransi di wilayah Jawa Tengah, 

dimana 8,7% guru agama menganggap 

konsep khilafah atau Negara Islam tepat 

diterapkan di Indonesia, dan 4,3% memiliki 

anggapan bahwa Pancasila bukan lagi 

ideologi yang tepat diterapkan di 

Indonesia (Sugiarto, Hidayat, 2020). 

Hasil penelitian Pascasarjana UIN 

Yogyakarta bersama PPIM UIN Syarif 

Hidayatullah Jakarta, ISNU, dan PusPIDep 

Yogyakarta mencatat bahwa Kota Solo, 

yang merupakan salah satu kota di Jawa 

Tengah, merupakan kota yang banyak 

melahirkan penerbit buku islamisme dan 

jihadisme, paralel dengan perkembangan 

radikalismenya di kota tersebut (Musyafak, 

Nisa, 2020). 

Berdasarkan fakta tersebut maka 

dapat ditarik kesimpulan bahwa Jawa 

Tengah merupakan wilayah yang memiliki 

urgensi tinggi dalam penanganan 

terorisme dan radikalisme dibandingkan 

provinsi lainnya di Indonesia, dan peran 

Kodam IV/Diponegoro yang beroperasi di 

wilayah tersebut menjadi begitu penting. 

Secara geografis, Jawa Tengah terletak di 

antara ketiga provinsi lain yang juga 

memiliki risiko tinggi aktivitas terorisme 

seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa 

Timur. Adanya aktivitas terorisme dan 

radikalisme di Jawa Tengah menimbulkan 

ancaman dan risiko untuk timbul lebih 

besar. Mayjen TNI Rudianto, selaku 

Pangdam IV/Diponegoro tahun 2021 – 2022, 

menyatakan bahwa Jawa Tengah 

merupakan barometer Indonesia. Hal ini 

dikarenakan apapun yang terjadi di Jawa 

Tengah baik di bidang politik, ekonomi, 

sosial budaya, dan pertahanan keamanan 

pasti akan berpengaruh terhadap situasi 

nasional (Kodam, 2022). Jumlah penduduk 

Jawa Tengah juga cukup besar dan terdiri 

dari berbagai suku, agama, dan ras, 

sehingga perlu dikelola dengan baik guna 

mengantisipasi timbulnya konflik maupun 

kelompok yang mengarah pada 

berkembangnya paham radikalisme 

hingga aksi-aksi terorisme. Hal inilah yang 

mendorong perlunya penguatan peran 

strategis sesuai dengan instrumen yang 

ada di Jawa Tengah, dalam hal ini Kodam 

IV/Diponegoro yang disesuaikan dengan 

kehidupan masyarakat di Jawa Tengah dan 

komunitas masyarakat yang ada. 

Peran Kodam IV/Diponegoro yang 

berada di center of gravity dari isu ideologi, 
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politik, sosial, budaya, pertahanan dan 

keamanan (IPOLEKSOSBUDHANKAM) 

menjadi signifikan. Dalam mengatasi 

ancaman terorisme dan radikalisme, 

Kodam IV/Diponegoro menjalankan fungsi 

di pilar pencegahan yang mencakup 

kesiapsiagaan, kontra radikalisasi, dan 

deradikalisasi. Peran ini begitu penting 

bagi Jawa Tengah yang memiliki jumlah 

eks napiter yang tinggi, terutama dalam 

proses pengawasan reintegrasi eks napiter 

ke tengah-tengah masyarakat. Pemerintah 

tidak dapat selalu mengawal secara 

berkelanjutan tanpa bantuan personel 

Kodam IV/Diponegoro yang memiliki akses 

hingga ke tengah-tengah masyarakat. 

Selain akses hingga ke masyarakat, Kodam 

IV/Diponegoro juga memiliki akses dengan 

stakeholder lain yang menjadi penting 

karena saat ini kelompok teroris mulai 

menyebarkan paham terorisme melalui 

sosial media, sehingga diperlukan adanya 

keterlibatan dan koordinasi antar lini dari 

BNPT, TNI, Polri, dan stakeholder lain di 

tingkat daerah terkait pola baru tersebut. 

Dari fakta tersebut maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa Kodam IV/Diponegoro 

memiliki peran yang strategis dalam 

mengatasi ancaman terorisme dan 

radikalisme dibanding Kodam lain yang 

tersebar di berbagai wilayah Indonesia. 

Dengan adanya permasalahan 

terorisme dan radikalisme yang masih 

tinggi di Jawa Tengah, maka diperlukan 

kehadiran Kodam IV/Diponegoro diantara 

stakeholder yang ada. Selain itu diperlukan 

penguatan peran Kodam IV/Diponegoro 

melalui pengelolaan kekuatan dan 

dukungan pemerintah daerah maupun 

pusat untuk menjawab tantangan yang 

ada dalam mengatasi ancaman terorisme 

dan radikalisme sebagai upaya 

menghindari terjadinya pendadakan 

strategis mengingat terus berubah dan 

berkembangnya pola, metode, dan 

sasaran dari terorisme dan radikalisme. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

potensi ancaman terorisme dan 

radikalisme di Jawa Tengah, dukungan 

yang diberikan Kodam IV/Diponegoro bagi 

kedaulatan negara, dan peran strategis 

Kodam IV/Diponegoro dalam mengatasi 

ancaman terorisme dan radikalisme guna 

mendukung kedaulatan negara. 
 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan 

pendekatan penelitian kualitatif, yaitu 

pendekatan yang menjadi metode ilmiah 

yang umum digunakan oleh para peneliti di 

bidang ilmu sosial. Penelitian dilakukan 

dengan menggunakan pendekatan 

deskriptif analitis yang diawali dengan 

eksplorasi masalah, kemudian literature 

review untuk mendalami masalah yang ada 

hingga ditemukan gap teoritik, empirik, 

dan metodologi. Teknik analisis data dalam 

penelitian menggunakan model dari Miles, 

Huberman, & Saldana yang berpendapat 

bahwa analisa data kualitatif adalah 

kondensasi data, menyajikan data dan 

menarik kesimpulan (Miles & Huberman, 

2014). Metode pengumpulan data yang 

digunakan ialah metode wawancara dan 

studi pustaka. Teknik triangulasi yang 

digunakan oleh peneliti ialah triangulasi 

sumber data. Teknik triangulasi sumber 

data ialah teknik yang menggali kebenaran 

informasi tertentu dengan menggunakan 

berbagai sumber data, yaitu data primer 

yang berasal dari hasil wawancara dengan 

beberapa informan, yaitu Pabandya Gal 
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Staf Intelijen Kodam IV/Diponegoro, Sub 

Koordinator Ideologi dan Wasbang Badan 

Kesbangpol Jateng, Sub Koordinator 

bidang Keamanan Badan Kesbangpol 

Jateng, dan FKPT, serta data sekunder 

yang diperoleh dari artikel, jurnal, Undang- 

Undang, dan informasi dari situs resmi 

instansi terkait. 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Ancaman Terorisme dan Radikalisme di 

Jawa Tengah 

Undang-undang Nomor 3 Tahun 

2002 tentang pertahanan negara 

mendefinisikan ancaman sebagai setiap 

usaha dan kegiatan, baik yang berasal dari 

dalam negeri maupun luar negeri, yang 

dinilai dapat membahayakan kedaulatan 

negara, keutuhan wilayah negara serta 

keselamatan negara (UU No.3 th 2002). 

Ancaman terorisme dan radikalisme 

merupakan ancaman yang berasal dari luar 

negeri kemudian menginspirasi gerakan – 

gerakan garis keras dan dapat 

membahayakan kedaulatan negara karena 

merusak tatanan struktur sosial ditengah 

kemajemukan bangsa. 

Ancaman dikategorisasikan ke dalam 

skala prioritas menjadi ancaman aktual dan 

ancaman potensial (Buku Putih 

Pertahanan Indonesia, 2015). Ancaman 

aktual merupakan ancaman nyata yang 

menjadi prioritas utama bagi pertahanan 

negara Indonesia karena memiliki 

kecenderungan untuk sering terjadi dan 

dinilai dapat mengancam kedaulatan 

negara. Ancaman potensial merupakan 

ancaman yang probabilitas terjadinya 

masih tergolong kecil, namun dapat terjadi 

sewaktu-waktu seperti konflik terbuka. 

Berdasarkan urgensi atau skala 

prioritasnya, terorisme dan radikalisme 

merupakan ancaman aktual yang atau 

ancaman nyata yang memerlukan upaya 

deteksi dini dan cegah dini yang kuat dari 

berbagai pihak, terutama di tingkat daerah. 

Persepsi ancaman yang tepat akan 

memperkuat kedaulatan dan pertahanan 

negara.    Pertahanan    Indonesia 

diimplementasikan secara dinamis sesuai 

hakikat ancaman baik militer maupun 

nonmiliter (M. Taolo, 2022). Dalam hal ini, 

terorisme merupakan ancaman nonmiliter 

karena berdimensi  ideologi,   politik, 

ekonomi,    sosial    budaya,   teknologi 

informasi, dan keselamatan umum. Upaya 

penanganan   ancaman  terorisme dan 

radikalisme di Jawa Tengah dilakukan oleh 

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dibantu 

oleh stakeholder yang salah satunya ialah 

Kodam IV/Diponegoro. Sebagai salah satu 

stakeholder dalam mengatasi ancaman 

terorisme   dan  radikalisme,   Kodam 

IV/Diponegoro mampu melakukan upaya 

deteksi dini dan cegah dini melalui sumber 

daya yang dimiliki. Kodam IV/Diponegoro 

mempersepsikan ancaman terorisme dan 

radikalisme sebagai ancaman kedaulatan 

bangsa  yang    terus  mengalami 

perkembangan   seiring    dengan 

berkembangnya dinamika llingkungan 

strategis. 

Kodam IV/Diponegoro menyadari 

bahwa terjadi pergeseran motif, metode, 

dan juga aktor yang rentan (vulnerable). 

Adanya pergeseran tersebut harus mampu 

diatasi dengan pendekatan yang sesuai. 

Pergeseran motif yang tidak lagi mengenai 

faktor ekonomi atau ideologi keagamaan 

harus membuat Kodam IV/Diponegoro 

terbuka dan peka terhadap motif lain 

seperti faktor psikologis dan dapat 
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melakukan pendekatan yang tepat, 

misalnya pelatihan personel atau 

pembekalan personel dengan pendekatan 

psikologi. Pergeseran metode seperti 

pemanfaatan media sosial untuk 

perekrutan, pengumpulan dana, video 

perakitan atau pembuatan bom, dan 

bahan-bahan propaganda lain harus 

membuat Kodam IV/Diponegoro 

mengikuti perkembangan teknologi dan 

membekali personel dengan kemampuan 

teknologi dan pengetahuan mengenai 

media sosial. Pergeseran aktor yang rentan 

terpapar paham radikalisme dan terorisme 

yang sekarang banyak ditemukan pada 

anak- anak muda sebagai generasi penerus 

bangsa juga harus membuat Kodam 

IV/Diponegoro  mampu memiliki 

pendekatan yang tepat pada anak-anak 

muda yang sudah mulai tidak pancasilais. 

Kodam IV/Diponegoro telah 

mengidentifikasi bagaimana ancaman 

terorisme dan radikalisme di Jawa Tengah 

yang mengalami pergeseran motif, 

metode, dan aktor. Persepsi ancaman 

tersebut juga sudah dituangkan ke dalam 

aksi-aksi yang menjadi program Kodam 

IV/Diponegoro, tetapi masih bisa 

ditingkatkan lagi dan bisa dimaksimalkan 

lagi untuk mampu memberikan dukungan 

yang maksimal terhadap kedaulatan 

negara dan juga mampu memberikan 

peran yang lebih strategis. 
 

Dukungan yang Diberikan oleh Kodam 

IV/Diponegoro 

Menurut Jean Bodin, terdapat dua 

jenis kedaulatan, yaitu kedaulatan ke 

dalam (intern) dan kedaulatan ke luar 

(extern). Kedaulatan ke dalam yaitu 

kedaulatan negara untuk mengatur urusan 

dalam negerinya tanpa adanya intervensi 

dari pihak lain seperti dalam hal menatur 

perpajakan, pemilu, pembangunan, dan 

lain sebagainya. Sedangkan kedaulatan ke 

luar yaitu kebijaksanaan para pemangku 

kepentingan untuk berhubungan dengan 

negara lain, dimana terdapat unsur-unsur 

yang wajib dipenuhi dalam hubungan 

internasional suatu negara (Samidjo, 

dalam Sari 2015). Kedaulatan digunakan 

oleh suatu negara untuk 

memepertahankan eksistensinya atas 

ancaman tertentu. Indonesia menghadapi 

banyak pemasalahan yang mengganggu 

kedaulatan seperti terorisme dan 

radikalisme, dimana kelompok-kelompok 

garis keras tersebut memiliki agenda untuk 

mengubah tatanan Indonesia yang 

majemuk, baik secara kultural, etnis, 

maupun kepercayaan, yang tidak bisa 

disamakan kedalam salah satu sistem 

kepercayaan saja. Tatanan yang 

berpotensi rusak tersebut akan 

mengganggu kedaulatan Indonesia karena 

hal tersebut merupakan gangguan bagi 

negara untuk mengatur urusan dalam 

negerinya. 

Rusaknya struktur tatanan sosial 

tersebut karena ancaman terorisme dan 

radikalisme masuk melalui sikap intoleran 

yang mana bertolak belakang dengan nilai- 

nilai yang tertanam di masyarakat 

Indonesia. Sebagai bangsa majemuk 

masyarakat Indonesia diikat oleh 

semboyann Bhinneka Tunggal Ika, artinya, 

keragaman merupakan sebuah anugerah 

Tuhan Yang Maha Esa yang harus disyukuri. 

Radikalisme dan terorisme merupakan 

sebuah ancaman nyata yang harus dilawan 

karena dapat merusak sendi-sendi 

kehidupan masyarakat Indonesia yang 
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terkenal  guyub  dan    rukun.  Melihat 

ancaman terorisme dan radikalisme yang 

merusak struktur sosial yang ada, maka 

struktur tersebut harus dijaga sehingga 

terbentuk   kedaulatan    yang   menjaga 

keutuhan atau eksistensi bangsa Indonesia. 

Dalam   menjaga kedaulatan   atas 

ancaman terorisme dan radikalisme di 

Jawa Tengah, Pemerintah Provinsi Jawa 

Tengah tidak bisa bekerja tanpa adanya 

peran  dari  instansi  lain.   Dibutuhkan 

koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan 

pelaporan  secara terstruktur    yang 

melibatkan   stakeholder  yang   dapat 

membantu melakukan pengawasan dan 

pelaporan untuk   upaya  pencegahan, 

langkah   penanganan   yang  dilakukan, 

lesson learned mengenai kendala dan 

hambatan yang ditemui, rekomendasi, dan 

lain sebagainya.   (Ghifariz,    2022) 

mengatakan bahwa peran pemerintah 

dalam menghadapi ancaman terorisme 

dan radikalisme saat ini sudah cukup baik, 

tetapi belum berjalan sepenuhnya dengan 

optimal. Salah satu penyebabnya ialah 

kurangnya kolaborasi dan sinergitas antar 

lembaga, pemerintah saat ini juga kurang 

melibatkan masyarakat sipil. 

Kodam IV/Diponegoro berperan 

secara aktif sebagai salah satu mitra 

strategis Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 

untuk menegakkan kedaulatan di Jawa 

Tengah sebagai center of gravity ideologi, 

politik, dan hankam yang sering menjadi 

tempat perebutan pengaruh oleh 

kelompok kepentingan. 

Dukungan yang diberikan oleh 

Kodam IV/Diponegoro berupa sumber 

daya manusia, sarana prasarana, data 

sharing informasi intelijen, kolaborasi 

bersama stakeholder, dan Tim Terpadu 

terbukti memenuhi unsur-unsur 

kerakyatan,  kesemestaan,   dan 

kewilayahan. Jumlah personel yang 

terbatas tidak menghalangi proses 

pembentukan kedaulatan karena Kodam 

IV/Diponegoro melibatkan masyarkat 

dalam setiap komsos, sehingga mereka 

peka terhadap perubahan lingstra dan 

ancaman yang ada. Keterbatasan dana 

dapat disiasati karena dukungan Kodam 

IV/Diponegoro  memenuhi  unsur 

kesemestaan,    dimana  Kodam 

IV/Diponegoro mampu melibatkan seluruh 

potensi yang ada di wilayahnya serta 

berkolaborasi dengan instansi lain yang 

memiliki keahlian di bidangnya masing- 

masing. Kodam IV/Diponegoro juga 

memahami peta persebaran wilayahnya 

sehingga hal ini mendukung kinerja 

instansi lain yang tidak memiliki satuan 

atau personel hingga ke tingkat desa. 
 

Peran Strategis Kodam IV/Diponegoro 

dalam Mengatasi Ancaman Terorisme dan 

Radikalisme guna Mendukung Kedaulatan 

Negara 

Peran merupakan seperangkat 

tingkah laku yang diharapkan oleh orang 

lain terhadap suatu individu atau 

organisasi sesuai dengan kedudukannya 

dalam suatu sistem (Riyadi, 2002). 

Signifikansi peran dapat dilihat dari 

bagaimana peran menjadi kunci atau poros 

atas bagaimana suatu pekerjaan 

direncanakan, dikomunikasikan, dicapai, 

dievaluasi, dan dialami (Welbourne et.al, 

1998). Peran Kodam IV/Diponegoro dalam 

mengatasi ancaman terorisme dan 

radikalisme di Jawa Tengah ialah signifikan 

karena Kodam IV/Diponegoro menjadi 

organisasi yang perannya 
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dipertimbangkan oleh instansi atau 

stakeholder lain dalam membuat program 

penggalangan atau sosialisasi, atau 

program wawasan kebangsaan, misalnya 

pembuatan Kampung Pancasila, dimana 

Kesbangpol sebagai Perwakilan 

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang 

membuat regulasi membutuhkan bantuan 

Kodam IV/Diponegoro. 

Secara konseptual, strategi adalah 

keterkaitan antara ends (tujuan), ways 

(cara), dan means (sarana). Sedangkan 

dalam definisi harafiah, strategi 

digambarkan sebagai perumusan, 

koordinasi, dan penerapan tujuan, cara, 

dan sarana (sumber daya pendukung) 

untuk mempromosikan dan 

mempertahankan kepentingan nasional 

(Gray, 2015). 

Dengan pengertian tersebut maka 

dapat ditarik kesimpulan bahwa strategi 

menghubungkan tujuan dengan sarana 

yang ketersediaannya terbatas untuk 

mencapai tujuan tersebut. Dalam 

mengatasi ancaman terorisme dan 

radikalisme, Kodam IV/Diponegoro 

memiliki peran, dan berdasarkan persepsi 

peran tersebut kemudian merumuskan 

strategi. 

Peran strategis dapat diartikan 

sebagai seperangkat tingkah laku yang 

diharapkan berdasarkan kedudukan 

individu atau suatu organisasi yang 

berkontribusi dalam mencapai tujuan 

tertentu, dengan cara-cara yang telah 

diprioritaskan dengan 

mempertimbangkan dampak yang paling 

besar dan mampu melihat jauh kedepan 

untuk mengelola sumber daya serta sarana 

dan prasarana yang ada. Dalam 

pembahasan ini, peran strategis Kodam 

IV/Diponegoro akan dilihat dari kontribusi 

dan juga pencapaiannya untuk mengatasi 

ancaman terorisme dan radikalisme guna 

mendukung kedaulatan negara. 

Kodam IV Diponegoro menjalankan 

perannya berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 34 Tahun 2002, dimana tugas dan 

fungsi TNI dilakukan melalui OMSP dan 

OMP. OMSP salah satunya mengatur 

mengenai tugas TNI dalam mengatasi 

ancaman terorisme, dan berdasarkan 

undang-undang tersebut Kodam 

IV/Diponegoro bekerja. Berdasarkan 

undang-undang tersebut Kodam 

IV/Diponegoro mengatasi ancaman 

terorisme dan radikalisme di pilar 

pencegahan. Kodam juga melakukan 

kerjasama dengan instansi-instansi yang 

ada seperti Polri dan instansi-instansi 

pemerintahan dimana salah satunya yaitu 

melakukan pengawasan terhadap 

keompok-kelompok yang dikatakan 

radikal dengan melakukan pendekatan 

secara perorangan, kelompok, maupun 

institusi sesuai dengan motifnya. Untuk 

tindakan akan dilakukan oleh BNPT atau 

dari kepolisian sedangkan Kodam hanya 

berfungsi di pengawasan (pencegahan). 

Kodam tidak bisa berdiri sendiri sehingga 

Kodam melakukan koordinasi dengan 

instansi lain contohnya melalui 

Forkopimda yang diadakan 3 bulan sekali 

dimana stakeholder bisa menyampaikan 

informasi – informasi di forum. 

Berdasarkan pernyataan-pernyataan 

di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

persepsi peran menentukan aksi atau 

kontribusi yang dilakukan suatu organisasi. 

Kodam IV/Diponegoro melakukan tugas 

dan fungsinya dalam kerangka Undang- 

Undang TNI dan kerangka Operasi Militer 
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Selain Perang (OMSP) dalam mengatasi 

ancaman terorisme dan radikalisme di 

wilayah operasionalnya. Kerangka undang- 

undang tersebut kemudian didukung oleh 

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 

35 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan 

Penanggulangan Ekstremisme Berbasis 

Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme 

di Provinsi Jawa Tengah. Dengan dua 

kerangka tersebut, peran stakeholder 

dalam mengatasi ancaman terorisme dan 

radikalisme sudah jelas, sehingga 

diharapkan dikemudian hari tidak ada lagi 

kendala tumpang tindih program di 

lapangan. 

Personel Kodam IV/Diponegoro yang 

bersinggungan langsung atau sebagai 

ujung   tombak  dalam   menghadapi 

ancaman  terorisme   dan    radikalisme 

dibekali dengan kemampuan lapor cepat 

temu  cepat, manajemen teritorial, 

kegiatan komunikasi sosial, perlawanan 

rakyat, dan penguasaan wilayah. Selama 

ini kemampuan   tersebut  mampu 

mendukung peran  yang dimiliki oleh 

Kodam IV/Diponegoro untuk mengatasi 

ancaman terorisme dan radikallisme di 

wilayah    operasional  Kodam 

IV/Diponegoro, Jawa Tengah. 

Meskipun menurut Pabandya Gal 

Sintel Dam IV/Diponegoro terjadi 

peningkatan aktivitas terorisme dan 

radikalisme di tahun 2021 ke tahun 2022, 

tetapi sepanjang tahun hingga penghujung 

tahun yang rawan terhadap aktivitas 

terorisme cenderung kondusif. Hal ini 

dapat dilihat dari data penangkapan teroris 

di Jawa Tengah pada tahun 2022 hanya 

berjumlah 6 orang, sedangkan di tahun 

2021 terdapat 20 orang. Hal ini 

membuktikan bahwa meskipun Kodam 

bukan satu-satunya yang berperan, tetapi 

dukungan-dukungan sumber daya dan 

sarana-prasarana Kodam IV/Diponegoro 

mampu berkontribusi dalam menjaga 

kedaulatan Jawa Tengah dari ancaman 

terorisme dan radikalisme yang secara 

nasional juga seringkali terpengaruh. 

Badan Kesbangpol Provinsi Jawa 

Tengah sebagai representasi Pemerintah 

Provinsi Jawa Tengah berharap bahwa 

Kodam IV/Diponegoro selalu membuka diri 

untuk berkolaborasi dengan sipil. Terdapat 

kesulitan yang dialami oleh Badan 

Kesbangpol untuk memiliki data tertentu 

karena ada aturan intelijen yang berbeda 

antara Badan Kesbangpol dengan Kodam 

IV/Diponegoro. Adanya keterbukaan data 

di Forkopimda atau Kominda akan 

mempermudah pekerjaan bersama karena 

kekayaan data dan juga mempermudah 

pencapaian tujuan bersama, yaitu 

kondusifitas wilayah dari ancaman 

terorisme dan radikalisme. Bakesbangpol 

juga berharap bahwa terdapat adanya satu 

komando terkait pembukaan data karena 

data merupakan hal yang penting. 

Keterbukaan data menjadi penting karena 

Bakesbangpol tidak memiliki UPT-UPT 

hingga ke tingkat kabupaten/kota. 

Forum Koordinasi Pencegahan 

Terorisme (FKPT) berharap bahwa di 

kemudian hari akan lebih banyak kerja 

sama strategis antara FKPT dengan Kodam 

IV/Diponegoro. Selama ini Kodam 

IV/Diponegoro selalu hadir dalam program- 

program mandatory FKPT yang berasal 

dari BNPT. Dukungan Kodam 

IV/Diponegoro berupa kehadiran 

sangatlah penting, karena hal ini 

menandakan bahwa Kodam 
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IV/Diponegoro sebagai representasi dari 

TNI memang hadir untuk rakyat. 

Apa yang menjadi ekspektasi atau 

harapan stakeholder terhadap Kodam 

IV/Diponegoro menandakan bahwa ruang 

kolaborasi Kodam untuk lebih bisa 

berkontribusi dan bersinergi masih ada. 

Meskipun peran Kodam IV/Diponegoro 

telah dikategorikan sebagai peran aktif 

yang diukur dari kehadiran serta 

kontribusinya (Soekanto, 2009), namun 

Kodam IV/Diponegoro masih bisa 

melakukan lebih lagi untuk stakeholder 

lain yang menjadi mitra strategis Kodam 

IV/Diponegoro. 

Tujuan akhir atau apa yang akan 

dipertahankan  oleh Kodam 

IV/Diponegoro ketika dihadapkan pada 

ancaman terorisme dan radikalisme ialah 

adanya  kondusifitas  atau penurunan 

kegiatan terorisme dan rdikalisme serta 

kejadian terorisme yang terjadi  guna 

mendukung kedaulatan negara. Tujuan 

yang ada dapat dijadikan acuan untuk 

membuat  strategi  sehingga mampu 

melengkapi peran yang ada. Strategi harus 

dikendalikan oleh tujuan (ends) dan bukan 

oleh sumber daya (Eko, Widodo, Santosa, 

2020). Kodam IV/Diponegoro  terus 

melakukan  fungsi  pengawasan  dan 

pelaporan dengan sumber daya yang 

tersebar diseluruh desa di Jawa Tengah 

yang mungkin tidak dimiliki oleh instansi 

lain di tingkat yang sama. Meski secara 

kuantitas jumlah personel tidak mampu 

meng-cover luasnya wilayah Jawa Tengah, 

namun  Kodam IV/Diponegoro  terus 

melakukan tugas dan fungsinya dan tidak 

membiarkan sumber daya mengendalikan 

strategi yang digunakan. Dengan terus 

dilakukannya tugas dan fungsi Kodam 

IV/Diponegoro ditengah keterbatasan 

sumber daya, sarana dan prasarana, serta 

wewenang, maka dapat dilihat dari data 

yang ada bahwa peran strategis Kodam 

IV/Diponegoro mampu membantu peran 

stakeholder lain untuk mengurangi jumlah 

kasus terorisme di Jawa Tengah di tahun 

2022. 

Keterbatasan sumber daya dapat 

disiasati dengan melakukan program 

gabungan bersama dengan instansi lain 

sesuai dengan kerangka hukum yang 

berlaku, dan juga kapasitas dan 

kapabilitasnya masing-masing. 

Cara-cara (ways) yang digunakan 

oleh Kodam IV/Diponegoro telah dilakukan 

melalui kerja sama dengan instansi 

strategis baik dalam hal penggunaan 

resources (sumber daya) maupun sarana 

prasarana, dan tetap fokus pada kekuatan 

Babinsa sebagai ujung tombak dengan 

memaksimalkan penerapan lima 

kemampuan teritorial, dimana salah 

Satunya ialah melibatkan masyarakat yang 

bisa memberikan informasi dan membantu 

fungsi pengawasan dan pelaporan, karena 

bagaimanapun kemerdekaan itu dulu 

direbut bersama antara rakyat dengan 

tentara, sehingga diperhadapkan dengan 

ancaman terkini, rakyat juga bisa berjuang 

bersama mengatasi ancaman terorisme 

dan radikalisme di Wilayah Jawa Tengah. 

Cara-cara (ways) dalam strategi 

merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan 

dengan tujuan (ends), karena tujuan (ends) 

dan cara-cara menentukan kebutuhan 

sumber daya (Eko, Widodo, Santosa, 2020). 

Setelah Kodam IV/Diponegoro 

menentukan tujuannya, yaitu untuk 

menjaga  kedaulatan  wilayah 

operasionalnya dari ancaman terorisme 
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dan radikalisme, kemudian Kodam 

IV/Diponegoro menentukan cara-cara apa 

yang akan digunakan sesuai dengan tujuan 

tersebut. Berdasarkan pergeseran 

ancaman terorisme dan radikalisme yang 

telah dipersepsikan oleh Kodam, maka 

Kodam memerlukan cara-cara baru yang 

dapat menjangkau generasi muda di era 

disruptif ini dimana semuanya dapat 

ditemuan di sosial media, tak terkecuali 

ancaman terorisme dan radikalisme. Saat 

ini cara-cara yang dilakukan oleh Kodam 

IV/Diponegoro masih cenderung 

konvensional, dan diharapkan dengan 

kesadaran akan adanya pergeseran arah 

ancaman maka Kodam IV/Diponegoro 

dapat mempersiapkan sumber daya yang 

sesuai. 

Sumber daya (means) merupakan 

konsentrasi kekuatan ketika berbicara 

mengenai strategi. Meskipun sumber daya 

(means) tidak boleh mengendalikan 

pembentukan strategi, tetapi tujuan (ends) 

dan cara-cara (ways) dipengaruhi oleh 

ketersediaan sumber daya (Eko, Widodo, 

Santosa, 2020). Kodam IV/Diponegoro 

memiliki personel di lapangan yang 

berperan sebagai ujung tombak untuk 

meng-cover wilayah operasional Kodam 

IV/Diponegoro (Jateng & DIY) yang luas. 

Hal ini tentunya membuat Kodam 

membutuhkan sumber daya yang lebih, 

baik dari segi sumber daya manusia 

maupun dari segi sarana dan prasarana. 

Selain itu, personel di tingkat bawah 

juga memiliki keterbatasan wewenang 

(hanya bisa melaporkan tidak bisa 

membuat keputusan strategis). Untuk 

mengatasi adanya permasalahan tersebut, 

Kodam bekerjasama dengan instansi lain 

dengan melakukan program-program 

bersama. Melakukan kerjasama dan saling 

bahu membahu tidak hanya dilakukan oleh 

Kodam IV/Diponegoro   melalui 

pengawasan secara clandestine, tetapi 

juga menjadi  garda terdepan  dalam 

memberikan sosialias nilai-nilai Pancasila. 

Peran  yang dilakukan oleh Kodam 

memang tidak besar, tetapi apabila peran 

tersebut tidak dilakukan,  upaya 

pencegahan terorisme dan radikalisme 

akan terasa sangat berat bagi instansi lain 

di Provinsi Jawa Tengah yang majemuk 

dan luas. 

Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 29 

Kabupaten, 6 Kota, 573 Kecamatan dan 

7.809 Desa dan 796 Kelurahan. Kodam 

IV/Diponegoro hadir ditengah masyarakat 

yang terdiri dari ribuan desa melalui 

personel yang tersebar luas. Disetiap 

persebaran personel tersebut, mereka 

membawa visi, tujuan, menerapkan cara- 

cara, dan menggunakan sarana dan 

prasarana guna menjaga kedaulatan 

negara dari ancaman terorisme dan 

radikallisme. Selain dalam fungsi 

pengawasan, Kodam juga mendukung 

setiap program bersama instansi strategis 

lain dengan turut hadir dan juga cepat 

tanggap dalam menghadapi setiap 

pelaporan pada rantai komando yang ada. 

Dengan sumber daya manusia yang ada 

dari Babinsa hingga ke Panglima, Kodam 

memiliki akses yang bisa menjangkau 

semua lapisan stakeholder yang akan 

mempermudah koordinasi dalam 

mengatasi ancaman terorisme dan 

radikalisme. 
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KESIMPULAN REKOMENDASI DAN 

PEMBATASAN 

Ancaman terorisme dan radikalisme 

merupakan ancaman aktual atau yang 

memiliki urgensi tinggi untuk ditangani. 

Upaya penanganan ancaman terorisme 

dan radikalisme di Jawa Tengah dilakukan 

oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 

dibantu oleh stakeholder yang salah 

satunya ialah Kodam IV/Diponegoro. 

Ancaman terorisme dan radikalisme 

dipersepsikan oleh Kodam IV/Diponegoro 

sebagai ancaman bagi kedaulatan yang 

mengalami pergeseran motif, metode, dan 

aktor. 

Dukungan yang diberikan oleh 

Kodam IV/Diponegoro ialah dukungan 

berupa sumber daya manusia, sarana 

prasarana, data sharing informasi intelijen, 

kolaborasi bersama stakeholder, dan Tim 

Terpadu dan terbukti memenuhi unsur- 

unsur kerakyatan, kesemestaan, dan 

kewilayaha 

Unsur kerakyatan ditemukan pada 

keterlibatan Babinsa sebagai ujung 

tombak dan bertemu langsung serta 

berinteraksi dengan masyarakat. Unsur 

kesemestaan dapat ditemui melalui 

pelibatan seluruh potensi yang dapat 

dimobilisasi ditengah keterbatasan dana, 

wewenang, dan juga sarana prasarana 

dalam mengatasi ancaman terorisme dan 

radikalisme di Wilayah Jawa Tengah 

sebagai salah satu wilayah operasional 

Kodam IV/Diponegoro. 

Peran strategis Kodam 

IV/Diponegoro dalam mengatasi ancaman 

terorisme dan radikalisme guna 

mendukung kedaulatan negara dilakukan 

dalam koridor Undang- Undang Nomor 34 

Tahun 2002 tentang TNI. Berdasarkan 

undang-undang tersebut, kodam 

mempersepsikan perannya dalam 

mengatasi ancaman terorisme dan 

radikalisme ialah berada di pilar 

pencegahan. Kodam IV/Diponegoro 

memiliki peran yang strategis karena 

memiliki kemampuan lapor cepat temu 

cepat, manajemen teritorial, kegiatan 

komunikasi sosial, perlawanan rakyat, dan 

penguasaan wilayah. Kemampuan ini tidak 

dimiliki oleh semua stakeholder dalam 

mengatasi ancaman terorisme dan 

radikalisme, sehingga Kodam 

IV/Diponegoro memiliki nilai lebih. 

Berdasarkan hasil dari penelitian, 

pembahasan, serta kesimpulan diatas, 

maka peneliti mencoba untuk memberikan 

beberapa saran tentang perlunya 

mengimplementasikan hasil penelitian ini 

untuk memecahkan masalah praktis 

kepada pihak-pihak berikut: 

1) Kualitas Sumber Daya 

Peningkatan kemampuan aparatur 

(khususnya kualitas sumber Daya Manusia 

bagi mereka yang bertugas menjadi ujung 

tombak dalam mengatasi ancaman 

terorisme dan radikalisme di wilayahnya 

masing-masing), perlindungan dan 

peningkatan sarana dan prasarana, 

pengembangan kajian terorisme 

(diperlukan pembekalan mengenai 

dinamika isu kontemporer terkait motif, 

metode, dan aktor yang menjadi target 

paparan paham terorisme dan radikalisme 

seperti isu gender), dan pemetaan wilayah 

rawan. 

2) Intelijen 

Pemetaan lingkup terorisme 

berdasarkan yang pernah terjadi dan 

perkiraan yang akan terjadi selanjutnya 

karena adanya kemungkinan gerakan 
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terorisme di luar pola, seperti contoh lone 

wolf; pengawasan dan/atau pengendalian 

sumber dan/atau bahan dari instrumen 

pendukung kegiatan terorisme (bom atau 

bahan peledak); pengawasan dan 

pengendalian serta pembimbingan 

terhadap eks-napiter. 

3) Kolaborasi 

Dari segi kontra radikalisasi, 

diperlukan pemanfaatan publlikasi cetak, 

produksi konten kreatif, televisi dan radio, 

dialog damai, dan media massa seperti 

situs internet yang bekerja sama dengan 

instansi seperti Bakesbangpol atau FKPT 

Provinsi Jawa Tengah. Dari segi 

deradikalisasi, melakukan upaya 

deradikalisasi dii dalam lapas dan di luar 

lapas; pencegahan akses informasi 

berkaitan dengan terorisme, tidak hanya di 

luar negeri namun juga di dalam negeri dan 

apabila diperlukan, dapat dibentuk tim 

khusus untuk mengawasi dan 

mengendalikan akses dan arus informasi. 
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